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KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR 144 /KEP/G4/2022
TENTANG
TIM POS KOORDINASI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2022

KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan amanat dalam Undang-Undang
Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga,
kemudian dipertegas dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 87 Tahun 2014 tentang Perkembaﬁgan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Keluarga
Berencana dan Sistem Informasi Keluarga dan
dikeluarkannya Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun
2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan
Ekstrem, Pendataan Keluarga yang dilakukan oleh
Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota wajib dilakukan
pemutakhiran; |

b. bahwa pendataan keluarga wajib dilakukan
pemutakhiran setiap tahun sebagai  dasar
mewujudkan konsistensi kebijakan nasional, provinsi
dan kabupaten/kota untuk menetapkan kebijakan,
penyelenggaraan hingga pemantauan dan evaluasi
Program Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan
Keluarga Berencana, percepatan penurunan stunting
dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Keputusan Kepala Badan Kependudukan
dan Keluarga Berencana Nasional tentang Tim Pos
Koordinasi Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun
2022;
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Mengingat

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 52 Tahun
2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan
Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara ;Republik
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (L?embaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587), sebagaimana telah bebere‘apa kali
diubah terakhir dengan Undang- Undang Republik
Indonesia Nomor 9 tahun 2015 tentang pe%mbahan
kedua atas Undang- Undang Nomor 23 taﬁun 2014
tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 87 Tahun 2014 tentang
Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan
Keluarga, Keluarga Berencana dan Sistem ﬁnformasi
Keluarga (Lembaran Negara Republik I%ndonesia
Tahun 2014 Nomor 319, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5614) |

Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 202 1‘ tentang
Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun QOO]i tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, ‘LSusunan
1
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non
Departemen, yang telah beberapa kali ; diubah,
terakhir dengan Peraturan Presiden Nor‘hor 145
Tahun 2015 tentang perubahan kedelap‘yan atas
Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang
Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan
Organisasi, dan Tata Kerja Lembaga Pemerin;ltah Non
\
Kementerian (Lembaran Negara Republik Ipdonesia

Tahun 2015 Nomor 322); |
i



Menetapkan

KESATU

KEDUA

-3~

6. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang
Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

7. Peraturan Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 82/PER/B5/ QOli tentang
Organisasi dan Tata Kerja Perwakilan; Badan
Kependudukan dan Keluarga Berencana iNasional
Provinsi; |

8. Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 11 Tahun 202Q tentang
Organisasi dan Tata Kerja Badan Kependudukan dan
Keluarga Berencana Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 703); |

9. Peraturan Badan Kependudukan dan %Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 202q tentang
Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis
Balai Pendidikan, dan Pelatihan Kependudujf(an, dan
Keluarga Berencana (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 779);

10 Peraturan Badan Kependudukan dan Keluarga
Berencana Nasional Nomor 12 Tahun 202 1 tentang
Rencana Aksi Nasional Percepatan Penumn#n Angka
Stunting Indonesia Tahun 2021-2024 (Berit;a Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1398).

MEMUTUSKAN:

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN DAN
KELUARGA BERENCANA NASIONAL TENTANG TIM POS
KOORDINASI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA

TAHUN 2022.

Membentuk dan menetapkan Tim Pos Koordinasi
Pemutakhiran Pendataan Keluarga Tahun 2022 yang
selanjutnya dalam Keputusan ini disingkat Tim Posko
Pemutakhiran PK-22.

Tim Posko Pemutakhiran PK-22 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KESATU terdiri dari:

a. Tim Posko Pemutakhiran PK-22 Pusat

b. Tim Posko Pemutakhiran PK-22 Provinsi

c. Tim Posko Pemutakhiran PK-22 Kab/Kota
d. Tim Posko Pemutakhiran PK-22 Kecamatan
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KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

Tim Posko Pemutakhiran PK-22 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf a, terdiri dari:
I. Tim Pengarah
a. Pengarah
b. Anggota
II. Tim Pelaksana
a. Penanggung Jawab
b. Ketua Pelaksana
c. Wakil Ketua
d. Sekretaris
€ Anggota |
1. Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan
Anggaran |
2. Bidang Pengorganisasian Lapangan
3. Bidang Sosialisasi, Promosi, Advokasi dan
Kemitraan
4. Bidang Peningkatan Kapasitas Sumber Daya
Manusia |
5. Bidang Penguatan Teknologi Informasi
6. Bidang Manajemen Data Terpadu
M. Tim Monitoring |
Susunan Tim Posko Pemutakhiran PK-22 dan 1nama—nama
anggota tim pelaksana pusat sebagaimana dimejlksud dalam
Diktum KEDUA tercantum di dalam Lampiran yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputyﬁsan ini.
\

Tim Posko Pemutakhiran PK-22 sebagaimana dimaksud
dalam Diktum KEDUA huruf b, huruf ¢, huruf d ditetapkan
oleh pejabat yang berwenang pada tingkatjﬁan wilayah
masing-masing dan susunan keanggotaar#nya dapat
disesuaikan dengan kebutuhan pelaksanaan Pjﬁmutakhiran
PK-22

Segala biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas Tim

Posko Pemutakhiran PK-22 bersumber dari :

a. APBN BKKBN Tahun Anggaran 2022;

b. APBD Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2022; dan

c. Sumber lain yang tidak mengikat sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan. |
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KETUJUH  : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan,
apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam
penetapan ini, maka akan dilakukan | perbaikan
sebagaimana mestinya. ' |

|
Ditetapkan di Jakarta ‘
Pada tanggal 23 Agustus 2022 ;
KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN

DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL,




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPENDUDUKAN
DAN KELUARGA BERENCANA NASIONAL
NOMOR (4Y/KEP/G4/2022

TENTANG TIM POS KOORDINASI PEMUTAKHIRAN
PENDATAAN KELUARGA TAHUN 2022

SUSUNAN TIM POS KOORDINASI PEMUTAKHIRAN PENDATAAN KELUARGA
TAHUN 2022 PUSAT

TIM PENGARAH

Pengarah

Anggota S
2.
3.

10.

Tugas -

Kepala BKKBN

Sekretaris Utama

Inspektur Utama

Deputi Bidang Keluarga Sejahtera dan
Pembangunan Keluarga ‘

Deputi Bidang Pengendalian Peﬂduduk
Deputi Bidang Keluarga Berencana dan
Kesehatan Reproduksi

Deputi Bidang Pelatihan, Penelltla_n dan
Pengembangan |
Bidang Dukungan ;Kebijakan
Pembangunan Manusia dan Pdamerataan
Pembangunan pada Sekretanat Wakil
Presiden

Deputi

Deputi I Bidang Koordinasi Peiningkatan
Kesejahteraan Sosial pada Kdmenterian

Koordinator Bidang Perrﬂbangunan

Manusia dan Kebudayaan |
Direktur Jenderal Kependudukan dan

Pencatatan Sipil pada Kementerian Dalam

Negeri ‘

Direktur Jenderal Bina Perﬁbangunan

Daerah pada Kementerian Dalam Negeri

memberikan arahan pelaksanaan
Pemutakhiran PK-22;
memberikan  dukungan = pelaksanaan

Pemutakhiran PK-22; dan
memantau pelaksanaan
PK-22.

Pemutakhiran




II TIM PELAKSANA ;
Penanggung Jawab : Deputi Bidang Advokasi, Penggerakan dan

Informasi
Ketua Pelaksana : Direktur Pelaporan dan Statistik
Wakil Ketua : Direktur Teknologi Informasi dan Data
Sekretaris ! Ristya Ira Murti, SE, MAPS (Penata KKB Ahli
Muda pada Direktorat Pelaporan dan
Statistik)
Tugas : a. menyusun rencana kerja pelaksanan
Pemutakhiran PK-22; |
b. mengkoordinasikan bidang-bidang

pelaksana tugas dan melakukan
pertemuan rutin progress pelaksanaan
Pemutakhiran PK-22;

c. memastikan pelaksanaan Pemutakhiran
PK-22 berjalan sesuai jadwal,

d. memantau pelaksanaan Pemutakhiran
PK-22 di seluruh tingkatan wilajzah; dan

e. melaporkan secara berkala kepada Tim
Pengarah dan Penanggung J awafb progress
pelaksanaan Pemutakhiran PK—?Q

ANGGOTA \

1 Bidang Perencanaan dan Pelaksanaan Anggaran |
Ketua : Kepala Biro Perencanaan |
Wakil Ketua : Kepala Biro Keuangan dan Pengelol#{an BMN
Sekretaris : M. Arfan, ST, MPH (Kepala Up1t Kerja

Pengadaan Barang dan Jasa, Rumah Tangga
dan Protokol pada Biro Umum dan Humas)

Anggota : 1. Doddy Asihnyoto, SE, MAP (Analis
Anggaran  Ahli Madya pida Biro
Perencanaan) |

2. Rina Isnaeni, $S.Sos, MS¢ (Analis
Anggaran Ahli Madya pada Biro ‘Keuangan
dan Pengelolaan Barang Milik Ne%gara)

3. Rizky Surya Triadi, SH, M.Si (ferencana
Ahli Muda pada Biro Perencanaan)

4. Aries Yanuar (Analis Pengelola iKeuangan
pada Biro Keuangan dan P%ngelolaan
BMN) ;

5. Nasrulloh, A.Md (Staf qut Kerja
Pengadaan Barang dan Jasa pada Biro
Umum dan Humas)
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6. Titik Puspa Dewi, SE (Analis Perumusan
Pola Pencatatan dan Pelaporan pada
Direktorat Pelaporan dan Statistik)

7. Isa Al Anshori, A.Md.Ak (Penyusunan
Bahan Pengelolaaan Keuangan pada
Direktorat Pelaporan dan Statistik)

Tugas : a. menyusun perencanaan anggaran
Pemutakhiran PK-22; ‘

b. memberikan konsultasi dan  solusi
terhadap penggunaan | anggaran
Pemutakhiran PK-22;

c. melakukan pemantauan dan evaluasi
penggunaan anggaran Pemutakhiran PK-
22 di Tingkat Pusat, Provinsi dan
Kabupaten/Kota; dan ‘

d. melaporkan penggunaan = anggaran
Pemutakhiran PK-22 secara berkala

2 Bidang Pengorganisasian Lapangan

Ketua : Direktur Bina Penggerakan Lini Lapangan

Wakil Ketua . Ketua DPP IPeKB |

Sekretaris : Ridwan Fadjri Nur, SE (Penata KKB Ahli
Madya, Direktorat Bina Pengger{jakan Lini
Lapangan) i

Anggota : 1. dr. Mila Yusnita (Penata KKB A;thi Madya

pada Direktorat Bina Penggerakan Lini
Lapangan)

2 Anita Latifah, S.Si, M.H (DPP IPeKB})

3. Adam Sugiharto, SE, M.Si (Analis
Kebijakan Ahli Muda pada Direktorat
Bina Penggerakan Lini Lapangan)

4. Susiin, S.Pd (Penata KKB Ahli h{[uda pada
Direktorat Bina Penggerﬂfan Lini
Lapangan)

1

S. Sumiyati, SE (Perencana Ahli Muda pada
Direktorat = Bina Penggeral%an Lini
Lapangan) }

6. Dwimartine Swesty Setyosusilandari, S.Pd
(Analis Kepegawaian Ahli M{jJ.da pada
Direktorat  Bina Penggeral*jtan Lini
Lapangan i

7. Ira Fitriyani Rachmat, S.Sos (Pé;nata KKB

Ahli Muda pada Direktorat Pelaporan dan
Statistik) |
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